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“"SESUNGGUHNYA SESUDAH KESUSAHAN ITU ADA
KEMUDAHAN"

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”
(Q.S An-Nisa’ 4: 58)
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ABSTRAK

Manusia, dalam bermasyarakat seseorang harus mematuhi kode etik yang
disepakati bersama. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menyalahi atau
melanggar tata-atur dalam bermasyarakat maka, konsekuens yang akan
ditanggungnya ialah mendapatkan hukuman, baik hukuman yang telah diatur oleh
pemerintah yaitu undang-undang, maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat
itu sendiri, hinaan dan cemoohan misalnya. Perzinaan adalah salah satu perilaku
manusia yang tidak dibenarkan, baik oleh hukum agama maupun hukum
pemerintah Negara Indonesia atau undang-undang. Maka agar kesalahan yang
dilakukan oleh manusia tersebut tidak berulang kembali dan pelakunya merasa jera,
tindakan hukum harus dijalankan dengan tegas. Demikianlah sepenggal realitas
sosial yang akan senantiasa terjadi di masyarakat. Bisa kita prediksikan perilaku
ini (zina/lseks bebas) sebagai penginisiatif yang berpotensi menimbulkan efek
negatif lainnya, seperti penyakit menular (HIV, kelamin, dsb), pembunuhan
(karenatidak bertanggung jawab atas kehamilan), menghilangkan harkat keluarga,
membinatangkan manusia, aborsi (menanamkan karakter sadis pada manusia),
anak-anak terlantar, kemiskinan, frustrasi, masa depan suram, bunuh diri, dil.

Seks bebas terjadi karena pergaulan bebas dalam lingkungan sistem sekuler
yang jauh dari norma agama. Apakah bisa pergaulan bebasnya diberantas? Jelas
tidak sebab ideologi, falsafah, paham, sistem atau tatanan kehidupan di negara
kita tidak mendukung untuk mewujudkannya. Maka kita upayakan pemberantasan
seks bebasnya dengan hukum zina. Pengadilan Negeri Y ogyakarta sebagai objek
hukum yang sudah peniliti lakukan_pendlitian perihal sanks tindak pidana zina,
telah menindak perilaku perzinaan dengan Undang-undang pasal 284, dalam pasd
tersebut yang membahas tentang sanksi tindak pidana perzinaan, dengan rumusan
masal ah bagai mana Pertambahan hukum dan Diktum hakim dalam kasus ini.

Penelitian ini merupakan field research yang menggunakan metodologi
penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui; observasi-partisipad,
interview dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis.
Sebagai landasan teori, peneliti menggunakan.teori yang:digagas oleh A. Djazuli
yangsmemahami. makna hukum pidana lslam serta Ruslan.Saleh yang didalam
teorinya = tersebut . 'lebih ‘mendalami ~masalah pertanggungjawaban hukum
pidananya. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penyelesan perkara
pertanggungjawaban pidana delik jperzinaan /di Pengadilan /Negeri Y ogyakarta,
dengan No. 49/Pid.B/2004. Dilihat secara umum telah sesuai dengan ketentuan
Undang-undang yang berlaku, seperti ketentuan sanks pidana bagi pelaku
perzinaan, tetapi ditinjau dari hukum Islam sanks delik perzinaan yang diatur
daam KUHP tersebut tidak sesuai, karena dalam hukum Idam sanks yang
dikenakan bagi pelaku zinaadalah jilid 100 kali dan dirgjam.

Akhir kata, permasalahan pertanggungjawaban pidana hukum Islam
memandang tinggi sebuah nilai kemadahatan umat, yang dalam ha ini sudah
dengan bak di intepretaskan dalam penerapan kebijakan kriminalisas dan
pertanggungjawaban pidana sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di dalam
hukum Islam.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kasus perzinaan yang terjadi saat ini di Indonesia sudah semakin komplit
permasalahannya, baik dari segi kronologis kasusnya maupun sanksi pidana yang
diputuskan pada pelaku delik perzinaan. Zina merupakan suatu perbuatan yang
sangat dibenci masyarakat dikarenakan perbuatan pidana itu dirasakan sangat
mengganggu ketentraman dan merusak kehormatan keluarga. Agama Islam pun
telah menyatakan bahwa perzinaan merupakan suatu perbuatan yang melanggar
hukum, perbuatan yang menyebabkan tidak jelasnya keturunan, yang akhirnya
sangat mungkin anak yang dilahirkan itu menjadi terlantar.!

Zina merupakan salah satu diantara sebab dominan yang mengakibatkan
kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat
berbahaya, mendorong orang untuk selalu bersama tanpa nikah, dengan demikian
zina merupakan sebab utama terjadinya kemelaratan, pemborosan, pencabulan
dan pelacuran. Oleh sebab itu'lslam menetapkan hukuman yang keras dan berat
terhadap pelaku “zina, - jikalau dipikirkan hukumannya memang . begitu berat
namun masih/ringan dibandingkan dengan kejahatan yang'ditimbulkan oleh
perbuatan zinaitu sendiri kepada masyarakat.

Bimbingan edukas seks (konseling) yang berupaya menyadar-kan tidak
akan mampu mencegahnya, kecuali berkolaborasi dengan hukum yang tegas.

Perlu dipahami bahwa yang dihadapi adalah doro-ngan seksual manusia (remaja)

Y vatimin, Etika Seksual dan Penyimpanganya Dalam Islam Tinjauan Psikologi
Pendidikan, (CV. Sinar Grafika Offset 2003) Cet.|.Hal.101



yang tinggi, yang mulai permisif dan tidak bisa dikendalikan dengan konseling.
Jadi solusinya, perlu juga pembentukan hukum untuk bisa memberantasnya, yakni
hukum zina (baik itu pukul, cambuk, dera dan rajam)

Sanks zina yang dijatuhkan atasnya memang mencelakakan dirinya, akan
tetapi melaksanakan hukuman itu mengandung makna atau arti dalam memelihara
jiwa, mempertahankan kehormatan, melindungi keutuhan keluarga yang justru
inilah unsur utama masyarakat.?

Dalam hukum Pidana Islam juga terdapat perbedaan hukuman antara
pelaku perbuatan zina terhadap yang sudah menikah (muhsan) dengan pelaku
yang belum menikah (gairu muhsan). Hukuman bagi pelaku perbuatan zina sudah
ditegaskan dalam Al-Qr’an dan As Sunah. Hukuman bagi para pelaku zina yang
belum menikah tercantum dalam Al-Qur’an :

aS 23 U Y g sala dla lagia 2 5 JS | sala b 31 301 5 40 300
5 AY o gl &l G she QTS () Al 0 2 AR Leg
ssia el a4 Un Legilie 2.

Pasti ‘ada lampiran tersirat pada ayat diatas, setelah didera suruhlah kawin
mereka, jadi.-ada pertanggungj awaban.. Sedangkan bagi orang yang sudah menikah
(muhsan), menurut- para_ahli ‘hukum Islam /‘hukumannya adalah hukum rajam
(dilempari batu) sampai mati. Hukuman ini didasarkan pada Hadist Nabi SAW
yang berbunyi: “Terimalah dariku! Terimalahlah dariku! Allah telah memberi

jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali

2 As-Sayyid, Sabiq, Figh as-Sunah, (Lebanon : Beirut; Dar al-Fikr, 1977), IX. HIm. 89.

% An-nur (24) : 2



dan diasingkan selama satu tahun. Dan yang telah kawin yang berzina dijilid
seratus kali dan dirajam dengan batu”.* (HR.Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit).

Dalam kasus perzinaan berbeda dengan dakwaan pencurian dan
pembunuhan. Terhadap perbuatan zina tidak mungkin dibukakan pintu maaf
karena harkat dan kedudukan kemanusiaan masyarakat. Sedangkan pembuktian
perbuatan zina dengan persaksian, maka hanya terpenuhi dengan adanya empat
oarng saksi laki-laki terpercaya yang melihat secara jelas adanya perzinaan
tersebut. Apabila tidak dapat maka yang mengadukan tersebut dianggap
melakukan gadzaf (menuduh zina secara palsu).

Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No 49/P.B/2005
tentang kasus perzinaan, yang mana telah dilakukan oleh pelaku yang telah
diancam telah melanggar Pasal 284 Ayat | Ke-1& 2 KUHP Tentang Sanksi Tindak
Pidana Perzinaan yang oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terdakwa dijatuhi
dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan akan tetapi pidana penjara tersebut
tidak usah dijalani para terdakwa, asalkan para terdakwa pada masa percobaan
yang ditentukan selarha 4 (empat)bulan tidak/mid akukan pérbuatan pidana.®

Dalam hal.ini ‘pendlitian lebih menfokuskan pada studi, putusan majelis
hakim tentang pertanggungj awaban tindak pidana perzinaan di. Pengadilan Negeri
Yogyakarta tahun 2005, serta tinjauan hukum Islam terhadap sanksi delik

perzinaan.

* Imam Muslim, Shahih Muslim, juz Il, (Beirut : Qana’atu, t.t) him. 48. Dari Yahya ibn
Y ahya Tamimi dikabarkan ke Hasyim ke Hiton ibn Abdillah Righasi ke Ubadah ibn Samiti.

® Berkas putusan, No 49/Pid B/2005/PN YK



B. Pokok Permasalahan

Agar kajian dalam penelitian ini lebih fokus maka akan dibatasi pada
faktor permasalahan, adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana pertambahan hukum dan diktum Hakim terhadap delik

perzinaan di Pengadilan Negeri Y ogyakarta tahun 2004?
b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara delik
perzinaan di Pengadilan Negeri Y ogyakarta tahun 2004?
C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang
sekiranya penyusun harapkan untuk dapat tercapai :

1. Mendiskripsikan dan menganalisa putusan hukum delik perzinaan di
Pengadilan Negeri Y ogyakarta tahun 2004.

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara delik
perzinaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian ditinjau dari
hukum Islam.

Adapun kegunaan & darii penelitians /skripsi " ini ‘adalah memberikan
sumbangan pemikiran dalan hukum pidana Islam, menambah wawasan ilmu
pengetahuan'bagi penyusun dan’ pembacadalam bidang pidana, khususnya hal-hal
yang berkaitan dengan sanksi delik perzinaan.

D. Telaah Pustaka
Dalam kepustakaan hukum pidana telah banyak buku yang ditulis oleh

para sarjana hukum positif mengenai hukum pidana dan pertanggungjawaban



pidana. Alhasil, didalam buku yang berjudul Pidana Islam di Indonesia, Peluang,
Prospek dan Tantangan.’

Materi buku ini menyagjikan mengenai norma, aturan dan sanksi yang
berkaitan dengan perzinaan, kekerasan fisik serta sanksi kuratif-edukatif dan lain-
lain. konsep sanksi pidana yang secara garis besar mengenai syarat untuk adanya
dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan dan kesengajaan.
Didalam buku ini juga dijelaskan, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang
adanya kesengajaan dan kealpaan, apabila orang (sebagai pelaku delik pidana) itu
tidak mampu. Begitu pula, tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemadf,
apabila orang tidak mampu dan tidak pula ada kesengajaan atau keal paan.

Selain itu juga, buku ini menerangkan mengenai Aplikas hukuman
cambuk (hukum zina) tidak seberapa berat bila dibandingkan dengan akibat seks
bebas/zina seperti mergjaelanya, perzinaan, kemungkaran, dil. Melaksanakan
hukuman itu justru memelihara peradaban dan kesucian masyarakat dari kekejian
moral dan kehinaan. Hukuman zina lebih bertendensi sebagai usaha preventif.

Didalam buku yang berjudul Pikiran-Pikiran Tentang
Pertanggungjawaban Pidana’, Roeslan Saleh menjelaskan mengenai ; bahwa
praktek pertanggungjawaban pidana mehjadi lenyap; jika ada salah satu keadaan
yang memaafkan. Praktek pula yang melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-

keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana,

® Muhammad Amin Suma, DKK, Pidana Islam Di Indonesia: Peluang Prospek, dan
Tantangan, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)

" Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta : Ghalia
Indonesia; 1982).



sehingga di dalam perkembangannya lahir kelompok keahatan yang untuk
pengenaan pidananya cukup dengan “strict liability”. Maksudnya adalah adanya
kgahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak
mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan
pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas
terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak
bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah suatu
kejahatan.

Permasalahan tentang kesalahan, kesengajaan dan kealpaan juga tak lepas
dari pembahasan buku ini. Yang lebih menitik beratkan pada;
pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang berkaitan dengan keadaan-
keadaan mental dari tersangka dan hubungan antara keadaan mental itu dengan
perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa sehingga orang itu dicela
karenanya. Sehingga dapat dilihat bahwa antara pertanggungjawaban pidana
dengan kesalahan, kesengajaan dan kealpaan memiliki korelasi keilmuan dan juga
terdapat prinsip yang-lebih fundamental. Prinsip yang lebih fundamental adalah
“bahwa. untuk = pertanggungjawaban pidana harus ada yang disebut moral
culpability.”" Dan” moral " culpability dipandang 'tidak| ada jika pada waktu
dilakukannya perbuatan ada dan oleh hukum diakui adanya keadaan-keadaan
memaafkan terhadap itu.

Didalam buku pun dijelaskan mengenai moral culpability adalah suatu
dasar dari pertanggungjawaban dari perbuatan pidana. Sehingga unsur yang

demikian, oleh hukum diharuskan ada dalam pikiran sesorang untuk dapat



mengatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan pidana, sehingga akan terjamin
bahwa tidak seorangpun akan dipidana tanpa adanya syarat utama yang disebut
moral culpability. Yang demikian disebabkan oleh karena memang yang
dimaksudkan hanya memidana mereka yang telah dengan sengaja melakukan
perbuatan-perbuatan yang menurut moral adalah salah dan oleh Undang-undang
jugaterlarang.

Moeljatno, menjelaskan didalam bukunya yang berjudul Perbuatan
Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana®, perbuatan
pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang
sigpa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian dapat kita pahami
bahwa pokok pengertian tetap pada perbuatan, di mana sifatnya dengan tegas
yaitu dilarang, tidak boleh dilakukan.

Disamping itu juga, Moeljatno menjelaskan pertanggungjawaban pidana
dalam hukum pidana yakni “criminal responsibility” atau “criminal liability”, ini
merupakan pengertian tersendiri, terlepas dari perbuatan pidana dalam hal, bahwa
kalau dalam*“perbuatan pidana, yang imenjadi. pusat-adalah perbuatannya, dalam
pertanggungjawaban pidana sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orangnyayang
melakukan perbuatan. Antara' perbuatan pidana dan' pertanggungjawaban pidana
dalam hukum pidana, ada hubungan yang erat seperti halnya dengan perbuatan
dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti
kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, tidak

mungkin ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada perbuatan pidana. Dalam

8 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana,
(Jakarta : Bina Aksara, 1983).



hal ini kesalahan adalah wunsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya
pertanggungjawaban pidana yang berupa pengenaan pidana. Sebab didalam
masyarakat Indonesia belaku azas tidak dipidana jikatidak ada kesalahan.

Muladi dan Barda Nawawi Aief, didalam buku Teori-Teori dan Kebijakan
Pidana’ menjelaskan dua masalah sentral dalam kebijakan kriminil dengan
menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan
apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, selain itu juga dibahas terkait
dengan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Mengenai permasalahan kebijakan kriminalisas Barda Nawawi Arief,
menjelaskan pemikirannya mengenai kebijakan kriminalisas yang termuat di
dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana'®, bahwa
kebijakan mengandung arti yang cukup luas, diantaranya kebijakan dalam arti
sempit, yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaks terhadap
pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan menurut arti luas maka
kebijakan kriminalisasi mengandung pengertian keseluruhan fungsi dari aparatur
penegak hukum, termasuk | didalamnya cara. Kerja- dari, pengadilan dan polis.
Dalamiarti yang paling.luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui
perundang-undangan atau badan-badan resmi,‘yang bertujuan untuk menegakkan
norma-norma sentral dari masyarakat. Selain pengertian yang telah dikemukakan
diatas masih terdapat satu pengertian, disini kebijakan kriminal merupakan “suatu

usahayang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.”

® Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, cet. Ke-lll
(Bandung : PT. Alumni, 2005)

1 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 1996)



Buku ini juga menjelaskan pokok-pokok pemikiran mengenai
pertanggungjawaban pidana, bahwa asas kesalahan (asas cul pabilitas) merupakan
pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam
undang-undang. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan atas kesalahan terutama
dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Lain halnya jika
pertanggungjawaban pidana terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak
pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, akan tetapi hal
tersebut berbeda, jika pelaku delik atau terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga
kemungkinan terjadinya akibat dari tindakannya.

Pandangan Islam mengenai permasalahan ini dapat dikatakan bahwa kita
akan selalu merujuk pada Al-qur’an yang mana dapat kita baca melalui
terjemahannya. Untuk permaslahan ini, konsep ta’zir yang mampu menjawabnya.
Buku yang berjudul figh jinayah (sebagai upaya menanggulangi kejahatan dalam
Islam) dijelaskan bahwa ta’zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh
Al-qur’an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah
dan hak hamba yang berfungsi. memberi pelgjaran kepada 'si terhukum dan
mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.**

E. Kerangka Tegritik
Dalam sistem hukum pidana, perhatian yang paling utama diberikan adalah
perhatian terhadap bentuk hukum yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar

hukum. Studi yang dilakukan terhadap teori hukuman adalah merupakan langkah

' A. Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), cet. Ke-I
(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996)



yang esensial dalam memahami suatu sistem hukum pidana tertentu. Dan dengan
kejelasan tentang teori hukuman maka tujuan dari sistem pidana itu sendiri akan
terpenuhi.

Pengertian perbuatan pidana dalam hukum pidana positif adalah perbuatan
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu, bagi siapa sgja yang melanggar larangan tersebut.
Pengertian umum tersebut meliputi dua hal yaitu:

1. Badan dan peraturan hukum
2. Kepentingan hukum tiap manusia, meliputi; jiwa, raga atau tubuh,
kemerdekaan, kehormatan dan hak miliok atau benda.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif adalah variasi dari bentuk
penjeraan, baik yang ditunjukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun
keepada mereka yang terpotensi menjadi penjahat, perlindungan kepada
masyarakat dari perlindungan jahat dan perbaikan (reformas) kepada penjahat.
Dalam hukum pidana positif delik (tindak pidana) harus mengandung empat
unsur, dengan 'memenuhi- ke-empat unsur' maka 'dapat- dijatuhi hukuman yaitu
diancam dengan pidana oleh hukum; bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh
orang yang hersalah dan dianggap, bertanggungjawab atas perbuatannya. Unsur-
unsur tindak pidana tersebut disimpulkan dari pengertian Saf bar feit yang
dirumuskan oleh Smons dan dikutip oleh Karter dan Sianturi.

Delik perzinaan (overspel) adalah termasuk perbuatan keahatan, yaitu
kegahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam pasal 284 KUHP dan

dirumuskan dalam delik aduan. Alasan yang dipaka oleh pembuat undang-
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undang dari adanya delik aduan adalah bahwa dalam beberapa hal tertentu bagi
orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk baik menuntut, perkara itu
daripada keuntungan bagi masyarakat (pemerintah) jika dilakukan penuntutan.
Jadi tanpa adanya penganduan perbuatan tersebut tidak dapat dituntut.

Syariah Idam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam
mentetapkan perbuatan-perbuatan jarimah (tindak pidana) harus mengandung tiga
unsur, yaitu:

1) Nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman
terhadapnya (unsur formil)

2) Adanya tingkah laku yang membentuk delik, baik berupa
perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materiil)

3) Perbuatan adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat diminatai
pertanggungjawaban terhadap delik yang diperbuatnya (unsur
moriil).

Atau dengan kata lain hukuman itu sebagal kewagjiban hukum juga
merupakan kewajiban moral dan bahkan kewajiban spiritual. Pandangan Islam
mengenai hakekat hukuman bahwa nilai-nilai tersebut, yang membentuk urat nadi
masyarakat “sosial, harus dipertahankan, jika [diperlukan. meskipun harus
memenggal atau mencabut nyawa sipelaku kejahatan, dan tidak perlu bertindak
lunak, karena hal ini pada akhirnya justru akan menimbulkan penurunan

penghormatan terhadap standar-standar moral.
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Bahwasanya tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas
kekuatan dan ketentuan pidana dalam Undang-undang yang ada terdahulu dari
pada perbuatan tersebut asas ini disebut asas legalitas.

Dasar hukum asas |legalitas sesuai dengan firman Allah SWT.:

2Y gy S (A (g 2 US Lag

Nas al-Qur’an menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam, baik yang global
(mujmal) maupun yang terinci (tafsili) adalah mencegah kerusakan dan
mendatangkan kemaslahatan (maslahat) bagi umat manusia. Dalam hukum pidana
Islam mengenal beberapa delik (al-jarimah) diantaranya adalah al-jarimah hudud,
al-jarimah al-gisas dan ad-diat maupun al-jarimah at-ta’zir, bahwasanya semua
tindak pidana (al-jarimah) diatas dalam hukum pidana Islam adalah delik biasa
dan tidak mengenal adanya delik aduan.™

Tindak pidana zina merupakan hubungan seksual antara seorang lelaki dan
seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan yang sah
tanpa disertai unsur keraguan (subhat) dalam hubungan seksual tersebut,* dan
dijatuhkan hukuman bagi “pelaku 'yang belum menikah "adalah sanks dera,

hukuman'ini.didasarkan pada hadits Nabi saw::

2 Al-lsraa (17): 32
13 Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. 11, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 9

“1bid., him. 65-66.
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Sedangkan bagi sudah menikah adalah sanksi rajam seperti Firman Allah:
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Disamping dalil-dalil diatas supaya penulis untuk memahami dalil hukum

yang tidak dapat dipisahkan dengan maslahah sebagai dalil lain, dan juga kami

lebih menekankan pada salah satu aspek perlindungan dalam Islam yang disebut

al-kulliyat al-khams (lima asas perlindungan) diantaranya adalah agama (hifz al-

din), akal (hifzal-*aql), jiwa (hifz an-nafs), keturunan (hifz an-nasl) dan harta (hifz

al-mal).'” Serta menjamin keperluan-keperluan hidup (keperluan sekunder) atau
disebut hajjiyat dan membuat perbaikan-perbaikan (tahsinat).

Pada KUHAP bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193

KUHAP.'® pemidanaan berarti, terdakwa dijatuhi, hukuman-pidana sesuai dengan

ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada

terdakwa. Sedangkan pada putusanpengadilan sendiri berpedoman kepada Pasal

> |mam Muslim, Sahih Muslim, Kitab al-Hudud, Bab Had az-Zina Bulughul Maram,
Alih BahasaMasdar Helmy cet. Ke-3 (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), him.411.

% An-nur (24) : 2

¥ Muhammad ibn Muhammad Abu Syuhbah, Al-Hudud fi al-Islam, (Kairo: Amieriyyah,
1974), him. 127. Asy-Shatibi Abu Ishag a-Lahmi, Al-Muwafagat fi Ushul asy-Syari’ah, (Beirut:
Dar a-Qalam,1990), him. 198.

8 Bunyi pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa
didasarkan pada penilaian pengadilan.
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193 ayat (2) KUHAP, terdapat status terhadap seorang terdakwa yang dijatuhkan
putusam pidana, antara lain;*

1. Jika Terdakwa Tidak Ditahan, berarti selama atau setelah berjalan

beberapa lama persidangan, terdakwa berada dalam status tidak ditahan.

Dalam hal ini pengadilan dapat memilih status terdakwa, diantaranya:

memerintahkan terdakwa tetap berada dalam status “tidak ditahan” dan

memerintahkan supaya terdakwa ditahan.
2. Jika Terdakwa Berada Dalam Satus Tahanan, berarti saat putusan
dijatuhkan, terdakwa berada dalam status tahanan. Menurut Pasal 193 ayat

(2) huruf b Pengadilan dapat memilih alternatif, diantaranya;

Memerintahkan terdakwa “tetap berada dalm tahanan” dan “pembebasan

terdakwa dari tahanan”.

Dalam KUHP ataupun menurut hukum pidana |slam ada sesuatu peraturan
yang dapat menghapuskan atau mengurangi pidana terdakwa ialah adanya
perbuatan pidana (melawan hukum), dapat bertanggung jawab, mempunyai suatu
kesalahan yang berupa disengaja atau keal paan, tidak. ada alasan pemaaf. Dalam
undang-undang pasal 284 KUHP'juga merumuskan. sebagai berikut bahwa
pernikahan merupakan syarat mutlak bagi‘pelaku untuk dapat/dikenai sanksi delik

perzinaan.

9 M. Y ahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Cet. VI,
(Jakarta, Sinar Grafika, 2005) him. 154-157.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis buat termasuk jenis penelitian dokumentasi yaitu
penelitian untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelgari berkas-
berkas tentang sanks terhadap tindak pidana zina di Pengadilan Negeri
Y ogyakarta tahun 2004 Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis,®
yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan mengenai sanksi terhadap
tindak pidanazinadi Pengadilan Negeri Y ogyakarta tahun 2004
2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun hanya menggunakan yaitu

a. Dokumentas yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari
berkas-berkas tentang sanksi terhadap tindak pidana zina di Pengadilan
Negeri Yogyakarta tahun 2004.

b. Interview yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengajukan
pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada
Hakim yang kemudi an dicatat.

Sedangkan: tehnik wawancara yang penyusun |akukan adalah wawancara
bebas terpimpin dimana pewawancara lbebas' menanyakan apa sgja yang akan
dikumpulkan dengan tetap berpegang pada pokok pertanyaan.

3.Pendekatan Penelitian

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 111, (Jakarta: Ul Press, 1986),
him. 51.
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Pendekatan normatif
yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan
hubungan hukum yang berlaku dan berdasarkan hukum Islam.

4. Sumber Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan
atau data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan
dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data
ini akan diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta berupa berkas
perkara tentang sanksi pidana delik zina tahun 2005 yang telah mendapat
putusan.

5. Andisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah data
kualitatif dengan menggunakan metode berpikir yaitu:

a Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang
konkrit kemudian digeneralisasikan.

b.“:Deduktif yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian
diamhil faktor-faktor khusus yang dapat diambil suatu kesimpulan yang
khusus.#

G. Sistematika Pembahasan
Penyusun skrips merumuskan lima pokok pembahasan yang secara

singkat diuraikan sebagai berikut:

2 gutrisno Hadi, Metodologi Research, (Y ogyakarta: Andi Offset,1995), him. 42.
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Bab pertama, sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah
sebagai dasar perumusan masalah, pokok permasalahan untuk membatasi lingkup
masalah yang diteliti. Tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai referens atau
literatur bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana zina
yang akan menguraikan tentang pengertian perbuatan zina menurut hukum positif
dan hukum pidana Islam.

Bab ketiga melakukan tinjauan umum atas putusan Pengadilan Negeri
Y ogyakarta terhadap delik zina tahun 2004 yang meliputi, putusan Pengadilan
Negeri Y ogyakarta, faktor pertimbangan Pengadilan Negeri Y ogyakarta.

Bab keempat mencoba untuk menganalisis tentang putusan Pengadilan
Negeri Yogykarta terhadap tindak pidana zina, segi pertimbangan Hakim dalam
menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana zina.

Sedangkan bab kelima sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian
pembahasan yang berisi kesimpulan yaitu mengenai hasil, penelitian yang dicapai,
yakni jawaban atas pokok masalah yang dipaparkan di bab | dan saran-saran dari

berbagai pihak yangberkepentingan dalam masalah'ini.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, penyusun dapat mengambil sebuah
kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah melihat hasil putusan majelis hakim mengenai delik perzinaan
yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan No. perkara
49/Pid.B/2004/pnyk serta menganalisanya, maka hukuman penjara selama
delapan bulan penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Syarif Djamal dan
Siti Dewi dilihat dari dampak psikologis, sosiologis, kesehatan dan agama
belum sampai pada batas maksimal untuk nilai sebuah keadilan. Hal ini
karena dalam hukum Islam setiap sanksi tindak pidana kejahatan, terutama
kejahatan terhadap susila, jika melanggar aturan tentunya diancam Allah
dan hukuman baik hukum hadd maupun hukuman ta‘zir. Adapun untuk
perkara] tindaek- pidana’perzinaan, baik penzina‘ghairu muhsan maupun
penzina  muhsan, dalam hukum Islam dikenakan hukuman pidana
dicambuk: seratus” kali” dan dirgiam/ hingga mati. Selain merupakan
perbuatan yang haram dan keji untuk dilakukan, hukuman tersebut juga
bertujuan untuk membuat s pelaku jera dan mau bertaubat. Sehingga
tujuan dari hukuman dapat merealisasikan kehidupan maslahah dan
menjaga sendi-sendi kehidupan manusia, baik dalam lingkungan

masyarakat pada umumnya maupun dalam lingkungan keluarga.
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2. Dalam memutuskan perkara delik perzinaan di Pengadilan Negeri
Yogyakarta ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim
diantaranya mendengarkan keterangan-keterangan saksi, meneliti barang-
barang yang menjadi sebuah bukti, bahwa perzinaan tersebut benar-benar
telah dilakukan serta pengakuan langsung dari terdakwa, dan yang tidak
kalah pentingnya adalah hal-hal yang meringankan dan memberatkan
terdakwa tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Y ogyakarta terhadap
perkara delik perzinaan sudah menunjukkan adanya sifat, bahwa hakim itu
bijaksana dan telah menciptakan sebuah keadilan bagi seluruh lapisan
masyarakat. Sesuai dengan perintah Allah SWT untuk selalu berbuat adil,
walaupun untuk diri sendiri. Dengan demikian, hendaknya tidak ada lagi
keraguan tentang peran hakim dalam menegakkan hukum yang sebenarnya

serta menegakkan keadilan.

B. Saran-saran
Adapun saran-saran yang berarti untuk menghadapi perkembangan zaman
yang semakin canggih dan maju dengan berbagai budaya; agama, dan etnis adalah
sebagai berikut:
1. Hukum di Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada peraturan
perundang-undangannya yang masih belum memenuhi nilai kestandaran

dan nilai keadilan. Hal ini disebabkan hukum yang berlaku di Indonesia
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masih warisan kolonial Belanda, sehingga menjadikan hukum di Indonesia
belum bisa berdiri sendiri dalam membentuk sebuah perundang-undangan.

. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Idam, untuk selayaknya
sebuah pengadilan, khususnya pengadilan yang menangani tindak pidana,
dalam memutuskan suatu putusan harus benar-benar mewujudkan
keadilan, dengan berpedoman dan berlandaskan hukum-hukum yang
ditetapkan oleh hukum Allah SWT dan Rasul-Nya, terutama dalam delik
perzinaan.

. Sebagai saran terakhir, bagi pembentuk undang-undang pidana, hendaknya
memasukkan nilai-nilai keislaman dalam membuat suatu peraturan hukum

sebagal perwujudan sikap terhadap aturan Allah SWT dan Rasul-Nya.
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